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Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 
 

 

P U T U S A N 

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 November 1996, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di 

Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 April 1996, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat 

tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

 Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 

299/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Bahwa, pada  tanggal 19 bulan Februari tahun 2017, Pemohon dengan 

Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, sebagaimana 

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/II/2017 tanggal 27 

Februari tahun 2017; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat 

kediaman bersama di rumah Mertua dan setelah itu tinggal di rumah 

Kontrakan kemudian pisah;  

3. Bahwa selama perrnikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak; 

1.1. Anaklahir di Pontianak tanggal 25 Mei 2017; 

Anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;  

4. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun 

sejak Perselisihan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

goyah karena selalu cek cok pada tahun 2018 

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah; 

5.1. Pemohon dan termohon sering bertengkar masalah ekonomi; 

5.2. Termohon selalu kasar tutur katanya terhadap Pemohon dan perilaku 

termohon terhadap pemohon 

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2019 

sampai sekarang; 

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah 

pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raji'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Sungai Raya; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum 

atau apabila Pengadilan Agama berpendapatan lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya 

  

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang 

sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap 

sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 

299/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di muka sidang, 

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya 

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena 

ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam 

persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali 

menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya 

dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup 

untuk umum; 

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di 

persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat 

didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa 

hadirnya Termohon; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti sebagai berikut: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 

61120xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota 

Pontianak (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/II/2017 tanggal 27 Februari 

2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, 

(Bukti P.2); 

Bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), 

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; 

B. Saksi: 

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu 

Rumah Tannga, bertempat tinggal di Pontianak Utara Kota Pontianak, di 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

depan sidang mengaku sebagai Ibu kandung, dibawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah 

menikah pada tahun 2017;  

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;  

− Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 

seorang anak;  

− Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon 

dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;   

− Bahwa Termohon pada saat masih tinggal dikontrakan selalu pergi 

meninggalkan Pemohon setiap akhir bulan dan kembali lagi setiap 

Pemohon menerima gaji;  

− Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama 

berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan 

memperdulikan layaknya suami istri yang baik;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak 

berhasil; 

2. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Mahasiswa, bertempat tinggal di Pontianak Utara Kota Pontianak, di 

depan sidang mengaku sebagai Adik kandung, dibawah sumpahnya 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah 

menikah pada tahun 2017;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;  

− Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 

seorang anak;  

− Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon 

dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;   

− Bahwa Termohon pada saat masih tinggal dikontrakan selalu pergi 

meninggalkan Pemohon setiap akhir bulan dan kembali lagi setiap 

Pemohon menerima gaji;  

− Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama 

berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan 

memperdulikan layaknya suami istri yang baik;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara 

para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara 

hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon 

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 

129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara ini termasuk kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Sungai Raya; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 

ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim 

berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon 

agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa 

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan sejak Awal 

tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yang akhirnya sejak bulan Maret 

2019 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan 

damai namun tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak 

dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di 

persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya 

itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon 

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus 

dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini 

dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan 

telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang 

perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran 

materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi 

yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat 

dalam pertimbangan ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan 

nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende 

bewijskracht), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan 

aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 

2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif 

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea 

Materai, bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.1 

dan P.2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti 

bahwa Pemohon dan Temohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh 

karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk 

mengajukan perkara ini; 

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak 

dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat 

diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 

secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan 

saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta 

pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan 

saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti 

Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

− Bahwa sejak Awal tahun 2018 antara Pemohon dengan #0047# sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan 

ekonomi; 

− Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Maret 2019, Pemohon dengan 

Termohon pisah tempat tinggal; 

− Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan 

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga sudah 

tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan 

kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 yang 

berbunyi : 

 

نۡ ۡلَكُمۡخَلَقَۡۡأنَۡ ۡۦٓتِهِۡءَايَۡ ۡوَمِنۡ  ةۡ ۡنكَمُبَيۡ ۡوَجَعلََۡۡهَاإلَِيۡ ۡا ۡكُنُوٓۡل ِتسَۡ ۡاجۡ وَۡ أزَۡ ۡأنَفُسِكمُۡ ۡم ِ وَدَّ ۡوَرَحۡ ۡمَّ
مَة     

Artinya :  ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih 

dan sayang”; 

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah 

adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi 

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, 

sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan 

akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal 

ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 

K/Pdt/AG/1990 Tangal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: ”Kalau Pengadilan 

telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak 

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 

1975”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan 

beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut 

berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan 

untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon 

mengenai ijin talak raj’i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka 

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan 

untuk membayar biaya perkara; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

 

M E N G A D I L I  

 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Sungai Raya;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);   

 

 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai 

Ketua Majelis Hakim, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Fauzy Nurlail, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim 

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ilyas, 

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon. 

 

 

 

 

Hakim Ketua 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Sry 

Nurhasan S.HI., M.E. 

Hakim Anggota Hakim Anggota 

  

Marlisa Elpira, S.H.I. Fauzy Nurlail, S.H. 

Panitera Pengganti 

 

R. Ilyas, S.Ag. 

 

Perincian Biaya Perkara :  

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00 

2. Proses : Rp  50.000,00 

3. Panggilan  

4. PNBP 

: Rp 305.000,00 

: Rp  20.000,00 

5. Redaksi : Rp  10.000,00 

6. Meterai : Rp   6.000,00 

  

JUMLAH : Rp 421.000,00 

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). 
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